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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEB ONG 
NOMOR 3g TAHUN 2 0 19 

TENTANG 

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEiREMPUAN DAN ANAK 
KABUPATEN REJANG LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA gsA 

BUPAT! REJANG LEBONG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan 
Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Pencegahan dan Penanggu langan Kekerasan Terhadap 
Perempuan dan Anak, maka perlu menctapka.n Peraturan Bupati 
Rejang Lebong tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak l<abupaten Rejang Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejal, teraan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 979 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Nomor 31431; 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tal,un 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3277); 

4. Undang-Undang Nomotr 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan 
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 
Penghukuman lain y· g kejam, tidak manuslawi, atau 
merendahkan martabat manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3783); 

5. Undang-Undan g Nomor 39 Tahun 1999 tentl;!Ilg Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

6. Undang-Undru, g Nomor 23 Tahun 2002 t e.ntang Perlindungan 
Anak sebagaimana telali d iu bal, dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 201 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 14 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5606); 



~c 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tencang Pengbapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran 
Negara RepubW< .Indonesia Nomor 4419); 

8. Undang-Undang Nomor 13 Ta.bun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik rndonesia 
Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4635 ); 

9. Undang-undang Nomor 21 Tabun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembara;n 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tarnbaban 
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 ); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lernbaran Negara Republik rndonesia Tahun 2009 Nomor 99, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3495); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran N'egara Republik 
Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan I..embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perneriiltahan 
Daerab sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang 
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 2854); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Penyeleuggaraan dan KeJjasama Pemuliban Korban 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lernbaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4604); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 ten tang Tata Cara 
dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/ Atau 
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara 
Republik Jndonesia Tabun 2008 Nomor 22, Tambaban 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4818); 

16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan 
dan Anak Korban kekerasan (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 56); 

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 2 Tabun 2010 tentang Rencana 
Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 
Terhadap Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 57); 

18. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 201 J 
tentang Standar Operasional Prosedur dJ Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabul)aten/Kota (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 
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Menetapkan 

19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
PerUndungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 615); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri l'(omor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tah1.m 2018 lentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembenlukan 
Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tal1un 2018 Nomor 157); 

2 l. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 201 7 tentang Satuan 
Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak; 

22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tabun 2015 tentang Pencegahan 
dan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan 
Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong 'l'ahun 
20 15 Nomor l 03); 

23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tabun 2016 ten tang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
sebagaimana telah diubah dengan Peratoran Daerah Nomor 2 
Tahun 2018 Lentang Perubahan Atas Peraturan Daerab 
Nomor 9 Tal1un 2016 tencang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah l<abupaten Rejang Lebong (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU 
PEMBERDAYMN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN REJANG 
LEBONG 

BAB I 
KETENTUAN UMlTM 

Pasal l 

Dalani Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalab Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalab Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinlahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
4. Perangkat Daerah adalal1 unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintaban daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dlnas daerab, lembaga teknls daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

5 . Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3APPKB 
adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong. 

6 . Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang 
selanjutnya disingkat P2TP2A adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk 
oleh pemerintab daerab untuk membcrikan pelayanan daiam rangka 
pernberdayaan lerhadap Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan. 

7. Anak aclalah scseorang yang belum berusia 18 tahun, teanasuk anak yang 
masih dalam kandungan. 
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8. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang 
yang ofoh hukum diakui sebagai perempuan. 

9. ~encegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya 
bndak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

10. PerJjndungan adalah segala tindakan pelayanan u.ntuk menjamin dan 
mehndungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh 
Pusat Pelayanan Terpadu. 

11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan 
kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis tennasuk 
penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau pera.mpasan 
kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum 
atau dalam kehidupan pribadi. 

12. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan 
perbedaan jenis kelamm yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan 
secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, 
pernaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang bail< 
yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi 

13. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis, terrnasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam 
integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. 

14. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau 
penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari 
kekerasan. 

15. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang 
mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosionaJ, kerugian 
ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak
hak dasamya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau 
tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara 
atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan. 

J 6. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga 
Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi 
dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan. 

17. Pelayanan terpadu adalah serangkaian kegiatan un tuk melakukan 
penanganan dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan terrnasuk 
didalamnya tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan secara 
bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait dan masyarakat sebagai 
satu kesatuan penyelenggaraan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, 
pemulangan, reintregrasi sosial dan bantuan hukum. 

18. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh 
pendamping selama proses pelayanan. 

19. Pendamping adalah orang atau perwaJcjlan dari lembaga yang mempunyai 
keahlian melakukan pendamp_ingan. 

20. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
penyelenggara Jayanan terpadu untuk meruodaklanjuti laporan adanya 
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, 
keluarga atau masyarakat. 

21. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, 
kuratif, dan rehabilitatif. 

22. Rebabilitasi sosial adalah pelayanan yang ilitujukan untuk memulihkan dan 
mengembangkan kemaropuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial 
agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

23. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum 
dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban 
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender. 

24. Pemulangan adalah upaya mengemba]jkan perempuan dan anak_ korban 
keker~san dari luar negeri Jee titik debarkasi/entry point, atau dan daerah 
penenma ke daerah asal. 
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25. Reintegrasi s~siaJ adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak 
keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan 
perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. 

26. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas 
terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, daJam rangka melaksanakan 
kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap 
perempuan dan anak korban tindak kekerasan. 

27. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur 
kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu daJam memberikan pelayanan 
penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabiHtasi sosiaJ, 
penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosiaJ bagi 
perempuan dan anak korban kekerasan. 

28. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah 
serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses 
penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, 
dimana dan oleh siapa dilakukan. 

29. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah 
daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan 
pendampingan. 

30. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial 
dan/atau organisasi kemasyarakatan. 

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

BAB ll 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

P2TP2A dimaksudkan untUk memudahkan dalam penyelenggaraan pelayanan 
secara terpadu terbadap perempuan dan anak korban kekerasan. 

Pasal 3 

P2TP2A bertujuan untuk : 
a. memberikan pedoman bagi pengurus P2TP2A dalam memberikan pelayanan 

secara terpadu kepada perempuan dan anak yang mengalami tindak 
kekerasan; 

b. peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban 
kekerasan; 

c. meningkatkan peran serta dan kemandirian lembaga yang menangani 
perempuan dan anak korban kekerasan; dan 

d. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan 
konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan agar bertindak sesuai 
prosedur dengan mengacu pada SPM. 

BAB Ill 
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 

Bagian Kesatu 
Pembe~tukan dan Kedudukan 

Pasal 4 

(l) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk P2TP2A yang merupakan organisasi 
non strulctural. 
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(2) P2TP2A merupakan mitra Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan 
pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. 

Bagian Kedua 
Tugas, Fungsi dan Kewajiban 

Pasal 5 

Tugas P2TP2A adalah menyelenggarakan pelayanan terpadu terhadap perempuan 
dan anak korban kekerasan. 

Pasal 6 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, P2TP2A 
mempunyai fungsi: 
a. penyusunan rencana aksi daerah, rencana kerja, SPM dan SOP; 
b. penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban 

kekerasan; 
c. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan 

konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan; 
d. memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; 
e. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; 
f. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban 

kekerasan; dan 
g. pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka 

terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. 

Pasal 7 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 
Pasal 6, P2TP2A berkewajiban : 
a. memberikan layanan secepat mungkjn dan tanpa biaya kepada korban; 
b. menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak korban atas rehabilitasi 

kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintregrasi sosial dan bantuan 
hukum; 

c. melakukan kerjasama dengan lembaga tertentu dalam penyediaan 
penterjemah dan relawan pendamping yang diperlukan bagi korban; 

d. melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untu.k 
perawatan dan pemulihan kesehatan korban, serta melakukan kerjasama 
dengan lembaga perlindungan saksi dan korban, rumah perlindungan sosial 
atau pusat trauma milik pemerintah, masyarakat atau Jembaga-Jembaga 
lainnya untuk pemulihan kesehatan korban; 

e. memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban; 
f . menjaga kerahasiaan korban; dan 
g. memberikan pemenuhan bantuan hukum bagi korban. 

Bagian Ketiga 
Struktur Organisasi 

Pasal 8 

(1) Susunan Organisasi P2TP2A terdiri atas: 
a . Pengarah; 
b. Penanggung jawab; 
c. Ketua Umum; 
d. Ketua Pelaksana; 
e. Sekretaris; 
f. Bendahara; dan 
g. Bidang-Bidang. 
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(2) Susunan organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal9 

Pengarah sebagaimana dimaksud dalan1 Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai 
tugas sebagai berikuc . 
a. memberikan arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan 

P2TP2A; dan 
b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A. 

Pasal 10 

Penanggung jawab sebagaimana ilimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b 
mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan 
b. melaporkan hasil pelaksanaan P2TP2A kepada Bupati secara periodik. 

Pasal 11 

Ketua Umum sebagairnana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, mem punyai 
tugas sebagai berikut: 
a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program dan kegiatan 

serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan P2TP2A; 
b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan perUndungan dan 

penanganan korban kekerasan; 
c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleb Bupati; dan 
d. bertanggungjawab atas keseluruhan proses pelaksanaan P2TP2A. 

Pasal 12 

Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d 
mempunyai tugas: 
a. mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari masing- masing bidang layanan; 
b. mengendalikan pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban 

kekerasan; 
c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak eksternal yang terkait; 
d. menghimpun dan rnemanfaatkan sumber daya secara efe~"tif dan efisien untuk 

kegiatan perlindungan dan penanganan korban kekerasan; dan 
e. memberikan pelaporan seca.ra periodik kegiatan P2TP2A kepada Bupati 

melalui Ketua Umum. 

Pasal 13 

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e mempunyai 
tugas: 
a. membantu pelaksanaan tugas dari Ketua Umum dan Ketua Pelaksana; 
b. membantu menyiapkan kegiatan koordinasi dan tindak lanjut perlindungan 

dan penanganan korban kekerasan; 
c. Membantu menyiapkan rencana program kerja P2TP2A; 
d. memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama P2TP2A dengan pihak 

lain; 
e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan 

penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Sekretariat; 
f. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pihak lain; dan 
g. Sekretaris dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua 

Umum melalui Ketua Harian. 
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------ Pasal 14 

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, mempunyai 
tugas sebagai berikut : 
a. membantu Ketua Umum dalam menyelenggarakan keuangan P2TP2A; 
b. melakukan segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran 

keuangan; 
c. membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada Ketua Pelaksana dan 

Ketua Umum; 
d. Bendahara dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua 

Umum melalui Ketua Harian. 

Pasal 15 

(1) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g terd:i.ri 
dari: 
a. Bidang Layanan Triage/Pengaduan; 
b. Bidang Layanan Rebabilitasi Kesehatan; 
c. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial; 
d. Bidang Layanan Bantuan Hukum; dan 
e. Bidang Administrasi, Data, lnformasi dan Pelaporan. 

(2) Bidang Layanan Triage/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban; 
b. membuat rekomendasi layanan lanjutan; 
c. melakukan koordinasi dan rujukan ke Iayanan Janjutan dan pihak terkait; 

dan 
d. melakukan administrasi proses triage/pengaduan. 

(3) Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap 

korban; 
b. melakukan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan dan mediko-

legal; 
c. melakukan pemeriksaan mediko-Jegal meliputi pengurnpulan barang bukti 

pada korban dan pembuatan visum et repertum; 
d. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang 

bukti; 
e. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan 
f. membuat laporan kasus. 

(4) Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai 
berikut: 
a. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus; 
b. melakukan konseling; 
c. melakukan Koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban; 
d. membuat laporan perkembangan proses l)endampingan pemulangan dan 

rehabilitasi sosial; dan 
e. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelal1 korban 

dipulangkan kekeluarganya. 
(5) Bidang Layanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. mendampingi dan membela setiap proses penanganan hukum; dan 
b. membuat laporan perkembangan penanganan hukum. 

(6) Bidang Administrasi, Data, Informasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. melakukan surat menyurat; 
b. melakukan tata laksana dokumen, pengarsipan dan penomoran surat; -· . . 
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----- c. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa data P2TP2A· 
d . membuat p_encatatan dan melaksanakan pelaporan- dan ' 
e. membuat s1stem tentang penilaian pelayanan yang berkualitas. 

Bagian Keempat 
Kepeogurusan 

Pasal 16 

(1) Peogurus P2TP2A terdiri dari: 
a. lnstansi Pemerintah; 
b. Perangkat Daerah; 
c. Rumah Sakit swasta; 
d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 
e. Organisasi profesi; 
f. Lembaga Bantuan Hukum; 
g. Lembaga Swadaya Masyarakat; 
h. Psikiater; 
i. Psikolog; 
j. Pekerja sosial; 
k. Swasta; dan 
1. lembaga atau pihak lain yang memiliki kesamaan tujuan. 

(2) Masa bhal:cti Pengurus P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap tahun 
oleh Ketua Umum. 

(3) Kepengurusan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan. 
dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kelima 
Tata Kerja 
Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban, pengurus P2TP2A wajib 
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integras.i, sinkronisasi, transparansi dan 
akuntabilitas baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan 
instansi/organisasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

BAB TV 
STANDAR PELAYANAN MlNIMAL 

Pasal 18 

(1) P2TP2A menyusun SPM dalam pelaksanaan kebijakan , program, dan kegiatan 
pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Umum 
P2TP2A. 

Pasal 19 

(1) SPM pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan 
anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), merupakan panduan 
bagi Pemerintah Daerah dan P2TP2A dalam menyelenggarakan layanan 
terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. 

(2) SPM pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan 
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan agar perempuan dan 
anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan. 

(3) SPM pencegahan dan penanggulangan kekerasan terbadap perempuan dan 
anak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi layanan: 
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-
a. penanganan pengaduan/laporan korban k k 

dan anak; e erasan terhadap perempuan 

b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak k b k k 
c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan a ak k b or an e erasan; 
d ak n or an kekerasan· 

• peneg an dan bantuan hukum bagi perempuan dan ' ak korban 
kekerasan; dan an 

e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak '·orban 
kekerasan. "' 

Pasal 20 

SP: P7ncegah8? dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak 
se agaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) memiliki indikator kinerja dan 
target batas waktu pencapaian. 

Pasal 21 

Penetapan indikator kinerja dan target SPM pencegahan dan penanggulangan 
kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
mer upakan target minimal yang harus dicapai oleh P2TP2A secara bertahap. 

BABV 
STANDAR OPERASIONAL TERPADU 

Pasal 22 

(1) P2TP2A menyusun SOP pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap 
perempuan dan anak. 

(2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tangkah-langkah 
standar yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan bagi perempuan 
dan anal< korban kekerasan yang meliputi 5 (Uma) jenis pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3). 

(3) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Umum 
P2TP2A. 

Pasal 23 

Manfaat SOP pencegaban dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan 
dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi: 
a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam pencegahan dan 

penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 
b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan dalam 

melaksanakan tugas; 
c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; 
d. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan cara kerja yang 

konkret dan memperbaiki kinerja; 
e. memastikan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dalam 

berbagai situasi; 
f . menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi mutu, 

waktu dan prosedur; 
g. sebagai instrumen yang dapat melindungi P2TP2A dari kemungkinan tuntutan 

hukum karena tindakan melakukan penyimpangan dan menghindari tumpang 
tindih pelaksanaan tugas; dan 

h. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam 
mcnentukan. pelayanan. 
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BAB VJ 
BIAYA 

Pasal 24 

(1) Pemerintah Daerah membantu operasional P2TP2A dengan menganggarkan 
dalam APBD sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah. 

(2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui DP3APPKB. 
(3) Untuk tertib administrasi dan penggunaan keuangan, P2TP2A wajib membuat 

program kerja dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah. 

Pasal 25 

(1) Pembiayaan P2TP2A selain diperoleh dari dana APBD dapat melalui bantuan 
penerimaan dari perorangan, badan, atau Jembaga-lembaga resmi yang diakui 
keberadaannya secara hukurn. 

(2) P2TP2A wajib menyarnpaikan laporan tahunan untuk kinerja dan keuangan 
perolehan dari APBD kepada Bupati melalui DP3APPKB. 

BAB Vil 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Peraturan Bupati ioi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggaJ 1 ftjO',((!mber 2019 

SDAERAH 
ANGLEBONG, 

H. R. A. DENNI 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal T !Javern~r- 2019 

BUPATI REJANG LEBONG, 

HIJAZI 

SERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 55b 
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LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI RE.JANG LEBONG 
NOMOR 3'9 TAHUN 2019 
TANGGAL f ~ber 2019 

STRUKTUR ORGANISASJ PUSAT PE.LAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK 
KABUPATEN REJANG LEBONG 

PENGARAH I 

PENANGGUNG JAWAB 

KETUA UMUM I 
KETUA PELAKSANA I 

I BENDAHARA I I 
SEKRETARIS I I I 

I I I I 
BlDANG LAYANAN BfDANG 

BIDANG LAYANAN BIDANG LAYANAN REHABILITASf SOSIAL, BIDANG LAYANAN 
TRIAGE/PENGADUAN REHAB I LIT AS! PEMULANGAN DAN 

ADMINISTRASI, DATA, 
BANTUAN HUKUM INFORMASI DAN 

KESEHATAN REINTEGRASJ SOSIAL PELAPORAN 
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